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ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di atur dalam undang-undang Nomor. 31 Tahun
1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan pasal dan korupsi tersebut
dalam undang-undang o.31 Tahun 1999 yang telabedi ubah dengan UU Np.20
Tahun 2001 mengg an_menjadi 7 kelom Korupsi. Perumusan di

kerjakan sedeps 111..'!!\ nida s agar setiap atan korupsi, jika
i KOHP i ‘S, st

cam pidana
or 31 Tahun

atlang nomor 20
nﬂf 1999 tentang

jdale jo pasal 64

Berdasark atar belakana atas, ne Bk mengadakan
penelitian - - me 88 pokok vyaitu
Bagaimana dan perbuatan
berlanjut tindak : Arifin Achmad
Pekanbaru arkara r: 8IPi DK dan Bagaimana

teoritis,  penelitiz I A flan® hukum  dengan
menggunakan ¢ ' i
Mengambil perfk
sifatnya, artikel i
beserta penjelasan

gis, dengan melihat
an gambaran umum
proses korupsi dalam

pasal tidak tepat dalam penunujukaf™ titik berat pasal dan pembuktiannya
dipengadilan dan pertimbangan hakim sangat tepat dalam hal memutuskan
perkara nomor: 8 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PT PBR bahwa welly tidk bersalah
dalam tuntutan jaksa yang kedua

Kata Kunci : Putusan, Penyertaan, Korupsi
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ABSTRACT
Corruption crime is regulated in Law No. 31 of 1999 concerning the
eradication of criminal acts of corruption, and the articles and corruption in Law
No. 31 of 1999 which has been amended by Law No. 20 of 2001 grouping into 7
groups of types of cogs ked out in such a way that

jing to the
T X ; ' e 18 of Law

Number e ; | BEW 20 of 2001,
Clf & corruption in

inal Code in

in conducting
by.ie . b the process of
proving the n al o) P rocurement of
case Number:
of the panel of
rruption in the
| Pekanbaru in

PT Pbr. Taki
looking at thei
along with a str
process in case n

Jal references, by
iding an overview

precise in deciding case number®
innocent in the prosecutor's second lawSuit

PK /2019 / PT PBR that welly is

Keywords: Decision, Participation, Corruption
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

ateraksi sosial yang di

‘ ‘ E!ﬂ\“‘ .¢& -hak sosial

maju maupun
Negara ber s da i tindak aK pidana korupsi

tidak lagi ¢ olone : asa-melainkan telah menjadi

Korupsi e i n ) elah menjadi isu

sentral. Diagnos ! 3 akin endemis, dan

Negara dilanda multi krisis yang di awali dengan krisi moneter, kredibilitas, dan
kemampuan penegakan hukum melemah. (Robert Klitgaard, 2002)

Pemberantas korupsi tindak pidana konvensional secara selama ini terbukti
mengalamai terbagai kendala. sebab karena itu diperlukan suatu metode
penegakan hukum luar secara biasa, diantaranya dengan pembentukan suatu

badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, serta independen bebas dari
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manapun kekuasaan dalam pemberantasan upaya korupsi tindak pidana yang

dilakukan pelaksanaannya dilakukan secara intensif, optimal, berkesinambungan,

serta efektif professional. (Hartanti, 2005)

dilingkungah

Pendape - afds dasar apakah
tindakan masyarakat,
mempergun kuran apaka ke ano tif oleh pejabat

umum atau

hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidananya dan acaranya. (Soepardi,
1990)

Tindak pidana korupsi di atur dalam undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan pasal korupsi tersebut di atur
dalam undang-undang No0.31 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan UU No.20

Tahun 2001 mengelompokkan menjadi 7 kelompok jenis korupsi (Wiyono, 2006)
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Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam kasus
yang diteliti ini dirumuskan dalam peraturan pidana khusus (lex specialis) yaitu

UU No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No.30 Tahun 1999

tentang pember ' 2001 tentag perubahan

‘ !!\'ﬂ\“ .e‘ Rerkara No:

Penyettas alal : gelfVang berbunyi:

dipidana se

dikerjakan dengan bersamaan (deelneming) ini sangat membutuhkan keahlian dan
ketetapan dalam menganalisis serta memahami secara benar kasus perkasus dari
perbuatan si pelaku tersebut, karena tidak jarang majelis hakim sering keliru
menafsirkan istilah dari tindak pidana korupsi. Dalam hal ini melakukan

pembuktian terhadap tindak pidana korupsi dalam delik penyertaan itu sendiri.
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Perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama
memiliki perbedaan yang sangat tipis dengan tindak pidana penggelapan yang

dilakukan secara bersama-sama dimana kedua tindak pidana ini sama-sama

penggelapa fahg milik orang

lain tersebuifte : arnya 5 : ekerasan serta
tindak korupsi
barang ataul@safg’ lain te ah ada atiflan ini memiliki

uang itu milik

dengan Perkara Nomor: 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT PBR.

Dakwaan Jaksa Penuntu Umum  dalam Perkara Nomor: 8/Pid.Sus-
TPK/2019/PT PBR tersebut, terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB(K)KL
selaku Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi

Riau berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Republik Indonesia Nomor : KP.00.03.1.3.4544 tanggal 23 Mei 2001 dan
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Keputusan Gubenur Riau Nomor : SK.824.3/X1/2005/362 tanggal 29 November

2005 bersama-sama dengan saksi YUNI EFRIANTI selaku direktris CV. Prima

Mustika Raya (CV. PMR) dan saksi MUKHLIS selaku staf CV. PMR (penuntutan

Keuangan Daerah yang menyatakan setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti
yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”,
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yaitu Terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR,SpB(K)L sebesar Rp.
213.181.975,00 (dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan

ratus tujuh puluh lima rupiah), dan CV. PMR sebesar Rp. 66.709.841,00 (enam
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puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah),
yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara atau perekonomian

negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian

pnal (SMF)

UbD RSUD

SR-

375/PW04/5/2€ ) f Al grdlakwa. (Perkara
Tindak Pidana

pasal 3

ayat (1) jo Pasdle18. Une 3 ' ; agaimana telah

diubah dan

‘1;:,\&
"&‘
o

%
=

atas undang-
55 ayat (1) ke
Korupsi Pengada

Menimbang, |

[
)
2
[%2]
®
o
)
S
c
=]
=
c
=1
cC
3
c
3

No.Reg.Perk : PDS-19/ PER A f8itenggal 10 April 2019, Terdakwa
telah dituntut sebagai berikut:
1. Membebaskan terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB (K) KL dari
dakwaan Kesatu Primair “Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Tentang Perubahan Atas Undang—Undang Republik Indonesia Nomor
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 55 ayat (1) Ke—1 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana”.

WE pB (K) KL terbukti

Yl

QQ.

dengan dikurang

dengan perintah agar terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara
ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.

Menghukum terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB (K) KL,
membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 213.181.975,00 (dua ratus tiga

belas juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh
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lima rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling
lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan

dan jika terdakwa

‘ ‘ H‘}Q“‘ .?e abayar uang

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana
seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan
paling lama 20(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.
50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp.1.000.000.000

(satu miliar rupiah)”.
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Berdasarkan kesenjangan dan diskrepansi antara das sollen dan das sein
diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitanan terhadap putusan kasus

perbuatan penyertaan dan perbuatan berlanjut tindak pidana korupsi sebagai bahan

Rutusan Pengadilan

‘\“ Qé jut Tindak

korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru
dalam perkara Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PBR ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan masalah pokok diatas, maka tujuan dari penelitian yang penulis

lakukan adalah:
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1. Untuk megetahui bagaimana proses pembuktian terhadap perbuatan

penyertaan dan perbuatan berlanjut tindak pidana korupsi Pengadaan

Alat Kesehatan Di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dalam perkara

perekonomian Negara yang menghambat kelancaran pembangunan nasional.
Indonesia, dari awal kemerdekaan hingga periode pasca reformasi, telah dilanda
korupsi dan peradaban yang mengakar. Menurut Nurjana, tedapat 3 pengertian
unsur dari korupsi, ialah:

1. Menyalahgunakan jabatan

10
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2. Jabatan yang diamanahkan ( ialah baik disektor public manupun disecktor
swasta)

3. Memperkaya diri (berarti selalu tidak untuk individu yang orang

is penentuan

adalah teori

mengambil bagian dalam

mengerjakan perilaku.
Bagi yang menjanjikan atau memberi, salah dalam menggunakan
kekuasaan atau prestise, menggunakan pemaksaan, mengancam atau
menyesatkan, dan memberikan kesempatannya, makna dan informasi, mengetahui

bahwa mereka mendorong orang lain untuk mengambil tindakan. Terhadap
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penganjuran, yang hanya perilaku sengaja disarankan sajalah yang di

perhitungkan, besar sebab-sebabnya. (Locke, 1960, p. 180)

Sedangkan Pasal 56 KUHP di rumuskan yaitu, Dipidana seperti membantu

ya dalam pasal

para perakit

(uitlokker)
2. Orang yakni disebut yang dengan pembantu pembuat (medeplichtinge)
kejahatan, yang dibedakan menjadi:
a. Bantuan pemberian saat pada kejahatan pelaksana

b. Bantuan pemberian sebelum kejahatan pelaksanaan.
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Sebab diberitahunya penyertaan 2 macam, sebab dapatlah kini dikatakan
karena berdasarkan aturan hukum pidana, tedapat diberitahu beberapa hal apa-apa

yang terwujud dan atau terlihat dala terwujudnya tindak pidana. (Chazawi, 2008)

ang diperlukan untuk

“‘Q““ ..@ jdana, dalam

Undang N ah entang Kl . ¥§¥ang jika dalam
pelaksanaa em sua o ; an putusan atau

undang-und3 0se ' S aftergantung pada

hakim untuk menentukan suatu hubunhgan fakta dan ketentuan hukum dalam
menentukan putusan. Ada 5 langkah utama untuk menentukan penalaran hukum,
yaitu :

a. Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan

perundang-undangan dan putusan pengadilan,
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b. Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum
yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tesebut

c. Mensintesiskan aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren

an khusus dibawah

ah hasil dari

empelajari dan

berkas perkara nomor: 8/ Pid.Sus-TPK/2019/PT Pbr. dipandang atau dilihat dari
sisi hukum tertulis.

Tinjauan yuridis adalah tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan
cermat memeriksa (untuk memahami),suatu pandangan atau pendapat dari segi

hukum. Proses adalah jalannya pemeriksaan satu per satu perkara. (Marbun, 2006)
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Pembuktian adalah ketentuan yang memuat petunjuk dan petunjuk tentang
tata cara yang ditetapkan oleh hukum untuk membuktikan kesalahan tergugat.

Alat bukti juga merupakan faktor yang mengatur alat bukti yang membuatnya sah,

hakim bisa memb

pemerintah SKere el ' yatan ¢ : yersifat pribadi

(individu, Kelwdrga . dekat erte A nggar aturan yang

maksimal 1 Milyar rupiah. (Mendoza, 2021, p. 113)

Pengadaan barang atau produk tersebut dikarenakan konsumen yang ingin
mencari atau mengkonfirmasi barang yang diinginkannya, pendekatan dan metode
agar tercapai kesepakatan looga biaya, waktu dan kontrak lainnya. (Sutedi,

Hukum pidana, 2016)
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Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud medepleger
adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir

perbuatan pidana yang bersangkutan. Moeljatno mengatakan bahwa medepleger

adalah setidak-tid ‘ ‘ perbuatan pidana, dan
ini tidak ‘!“I“ .Qa Ag apa yang
dilakukal HakiKe Na ada masing-

masing keadaa pg Pe ala all ﬁ pleger terjadi
kerjasama
(Moeljatn

Per al 64 KUHP

AL EY

perbuatan 3 asing- masing

merupakan gan sedemikian

tanaa

rupa, sehin jut. Seseorang

melakukan bebgrapa jahatan a ] perbuatan itu ada

PBR adalah putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi Pekanbaru
selaku majelis hakim yang berkaitan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh
terdakwa terhadap negara.
F.  Metode Penelitian

Untuk mendapat gambaran yang lebih luas dan rinci serta atau

mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan masalah yang diteliti maupun
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untuk lebih mempermudah penulisan dalam melaksanakan penelitian, sehingga
penelitian ini dapat menjawab masalah pokok yang dirumuskan maka penulis

dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang diuraikan sebagai

berikut:

Normatif an men ) i i.Ka S Pid.Sus-TPK
/ 2019 / PR RE Jamb ' : rensi teologis,
dengan melilia va, : 3 @f n memberikan

gambaran erta pe e | : eiKait bukti proses

ata sekunder. Data

dan peraturan UU.
b. Bahan hukum sekunder

Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder ialah
penelitian hasil yang literature-literatur dan terdahulu yang serta
ada buku-buku yang berhubungan dengan pembuktian tindak

pidana korupsi
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c. Bahan hukum tersier
Pokok bahasan hukum tersier adalah bahwa undang-undang

memberikan pedoman dan penjelasan tentang sumber hukum dasar

maupun datd e celompoke 3 : ditgliti, selanjutnya
data disajikamfda cara meng & 1ekhadap teori dan

ketentuan pé

Data diterapkan, gé va denc 4kONsep sarjana dan

peraturan huku
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BAB Il
TINJUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Di bawah ini penulis kemukakan pendapat para sarjana barat tentang pengertian
tindak pidana, yaitu:

Menurut D Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah: “Perbuatan salah dan
melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang

mampu bertanggungjawab (2)”. Perumusan menurut pendapat Simons

menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:
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1. Perbuatan manusia,

2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederechttelijk),

3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang,

Menurut R. Tresna, mengartikan 1stilah “Starfbaarfeit” sebagai “Peristiwa
pidana”. Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah: “Suatu perbuatan atau
rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau
peraturan lainnya, terhadap perbuatan pidana diadakan penghukuman (4).

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum

tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang
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dan pelakunya tidak diancam pidana. Misalnya pelacuran sebagai perbuatan yang
merugikan masyarakat, tetapi tidak dijadikan larangan pidana. Hal ini sukarnya

untuk mengadakan rumusan yang tepat tentang tepat untuk pelacuran dan

menjadikan hal |' penentukan perbuatan

mana Y : “B‘%\“‘ .e& At (1) KUH

yang meneé . - ) diténtukan terlebih
dahulu ole indano am ke ' A kit sering jumpai
istilah keja

Dala ri hu 3 X . Sx#8Besialis derogate
legi generis ana seti inaitlibagi menjadi 2
yaitu hukum seears i ' #MUM yaitu hukum

pidana atau di ndang | ) A yang mana pada

Merujuk pada pasal Pasal 10 UHP dianggap sebagai penghubung
antara KUHP dan UU diluar KUHP. Pasal tersebut menyatakan UU pidana
khusus dapat mengabaikan ketentuan umum dalam KUHP. Pengabaian itu
terjadi karena adanya irisan dari ruang lingkup yang sama antara KUHP dan
ketentuan khusus yang berada diluar KUHP. Konsep dalam pasal 103 KUHP

mengungkapkan lex specialist derogate lex generali. UU diluar KUHP harus
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memiliki ruang lingkup ketentuan yang lebih khusus dari KUHP. Ibarat
penggambarannya dengan baju lengan panjang dan pendek. Penggunaan baju

yang menutupi tangan sampai pergelangan tidak dapat menggunakan baju

dalam pasal

ketepatan

segi istilah
“bribery” atau ”seduction”, maka yang diartikan “’corruptio” dalam bahasa Latin
lalah corrupter” atau ’seducer”. ”Bribery” dapat diartikan sebagai memberikan
kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi.
Sementara seduction” berarti sesuatu yang menarik agar seseorang
menyeleweng. Dalam Black’s Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang

dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi
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dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau
karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau

orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. (Evi

iclana yang diatur

telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan/atau juga
secara melawan hukum menyalahkan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
ada padanya karna jabatan atau kedudukan, sehingga dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara.
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Bentuk- Bentuk Tindak Pidana Korupsi Lebih lanjut Syed Husen
Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat di kelompokkan ke dalam beberapa

bentuk, sebagai berikut :

entuk  korupsi yang

‘ ‘ !n““ .90 gemberi dan

pbentuk korupsi
dipaksa untuk
kerugian bagi

yang penting

bentuk lain kepada mereka™ secara bertentangan dengan norma atau
ketentuan yang berlaku.

4. Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang
berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung
dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu

keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.
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5. Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi
yang berbetuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan,

melindungidan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.

entuk  korupsi yang

‘ "I“‘w“‘ .96 agan karena

fag
>
o
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1.

2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang,

3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain,

4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau
patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara,

5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau

penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau
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penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,

6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

10. el 3 Jaalnegeri yang ditugaskan

sementara waktu, dengan Sengaja menggelapkan uang atau surat
berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau
surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau
membantu dalam melakukan perbuatan tersebut,

11. Dengan menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat

tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan
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untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang,
yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain

menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak

sebut serta membantu

tidak terpenuhinya unsur suatu tindak™ pidana, maka pelakunya kejahatan dapat
bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga
seorang terdakwa koruspi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya
unsur- unsur tersebut.

Dalam lingkup pembuktian, tindak pidana korupsi memang merupakan

masalah yang rumit, karena pelaku tindak pidana korupsi ini melakukan
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kejahatannya dengan rapi. Sulithnya pembuktian dalam perkara korupsi ini
merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum, karena beban pembuktian

keseluruhan dibebankan kepada penuntut umum. Untuk memecahkan masalah

sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat dilihat bahwa konsep yang dianut
yaitu konsep kerugian negara dalam arti delik materil dimana perbuatan atau
tindakan dapat dikatakan merugiakan keuangan negara dengan syarat harus

adanya kerugian negara yang benar-benar nyata sedangkan pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa kerugian negara dalam
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konsep delik formil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara.

Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang

melaksanakan sgi k._Mana unsur unsur

Negeri ata
termasuk K

Negara M

Ibid, him

ANNANAES

R )

=

objeknya, tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis:
a. Tindak Pidana Korupsi Murni Tindak pidana korupsi yang substansi
objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum
terhadap kepentingan umum yang menyangkut keuangan negara,

perekonomian negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas/ pekerjaan

pegawai negara atau pelaksanaan pekerjaan yang bersifat publik.
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Kelompok ini dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
12B, 13, 15, 16, dan Pasal 23 (yang mengadopsi norma di dalam Pasal

220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP). Diantara pasal pasal tersebut ada 20

apan) rumusan tindak

‘ ! “‘I“‘ ." an kejahatan

kelompok, yaitu:
a. Tindak Pidana Korupsi Umum

Tindak pidana korupsi umum ialah bentuk korupsi yang ditujukan

tidak terbatas kepada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri,

akan tetapi ditujukan kepada setiap orang termasuk korporasi. Rumusan

norma ini berlaku untuk semua orang. Yang termasuk dalam kelompok tindak
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pidana korupsi umum ini terdapat dalam pasal 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22,
24 UU Tipikor, Pasal 220 dan Pasal 231 KUHP jo Pasal 23 UU Tipikor. 29

b. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri dan atau Penyelenggara Negara

i ini terdapat
g mengadopsi
a korupsi ini
pagai kejahatan
n dalam pasal-

dirumuskan ke

(dua) macam, yaitu sebagai berikut:
1) Tindak pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri dalam UU Tipikor,
rumusan tersebut berasal atau bersumber dari rumusan tindak pidana
dalam KUHP. Formula rumusannya 30 agak berbeda dengan rumusan

aslinya dalam Pasal KUHP yang bersangkutan, tetapi substansinya sama.
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Kelompok ini antara lain tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan
dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan Pasal 12 UU Tipikor.

2) Tindak pidana korupsi yang menunjuk pada pasal-pasal tertentu dalam

L dengan mengubah
‘ ‘ ‘F!\“‘ .9@ asal 23 UU

21, 422, 429

b. Tindakipide ‘ pisendiri sebagai

lana asli yang

pok ini ialah

(
a. Tindak pidart '@ danadkorupsi positif lalah tindak
pidana korupsi yang . “ m‘m," encantumkan unsur perbuatan
aktif. Perbuatan aktif atau 31 perbuatan materiil yang bisa disebut juga
perbuatan jasmani adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya
diperlukan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh orang. Tindak pidana
korupsi ini terdapat dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, 21, dan Pasal 22 UU Tipikor serta Pasal

220, 231, 421, 422, 429, dan Pasal 430 KUHP.
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b. Tindak pidana korupsi pasif atau Tindak pidana korupsi negative Tindak
pidana korupsi pasif adalah tindak pidana yang unsur tingkah lakunya

dirumuskan secara pasif. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana

pasif itu ] pida ANGuil no tidak berbuat aktif
g hukumnya
melanggar
dipersalahkan
pidana pasif
7,10, 23, 24

B. Tinj

Tindak

padanya karna jabatan atau kedudukan, sehingga dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara.

Pembuktian merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah
penyelidikan yang merupakan tahapan tindakan “membuktikan” suatu “peristiwa”
yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sistem pembuktian menurut

KUHAP tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa :
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“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

terdakwalah

sulitnya pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka salah satu
upaya yang dapat ditempuh adalah menerapkan Pembuktian Terbalik terhadap
perkara-perkara korupsi. Memang penerapan pembuktian terbalik ini sempat
menarik perhatian para pakar hukum di Indonesia berhubung Pembuktian Terbalik

dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, dan bertentangan

dengan Asas Praduga tak Bersalah atau Presumption of Innocent.
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Masalah pembuktian memang sangat penting dalam proses pemeriksaan
suatu Tindak Pidana Korupsi agar pembuktiannya benar-benar dilakukan secara

cermat, begitu juga dengan sistematika penyusunan dakwaan, dan uraian

cermat, J : . akWakan, maka

dakwaan

Sistem ini dengan jelas menentukan alat bukti yang dapat digunakan
oleh hakim, asal alat bukti itu sesuai undang-undang.

3. Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (negatieve
wettelijke).

Berdadasarkan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila

sedikit-dikitnya alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada,
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ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat

bukti tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 dan 184

KUHAP.

diperkenankan

alfllalat bukti yang

diuraikan sebagai berikut pertama, dasar pembuktian yang tersimpul dalam
pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar
(bewijsgronden); kedua, alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk
mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau

(bewijsmiddelen); ketiga, penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat

bukti kepada hakim di sidang pengadilan (bewijsvoering); keempat, kekuatan

36



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian
terbuktinya suatu dakwaan (bewijskracht); kelima, beban pembuktian yang

diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka

sidang pengad|I aum yang diperlukan

dalam pe ‘ . BB\\“ .e@

biasanya diSg@ .' ' ara garis besar
fakta notoi
diketahui ume Hod P :_ Ut MemagiSucah demikian
hal yang bepafya at : “1 ‘ enyataan atau
pengalaman S€ ' § an demikian atau selalu
merupakan ke

Dalam S P te at hakim untuk

memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam
membuktikan suatu tindak pidana.

Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP adalah :

1. Keterangan saksi.

2. Keterangan ahli .

3. Surat.
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4.

5.

Petunjuk .

Keterangan terdakwa.

Dalam perkembangan Hukum acara pidana di Indonesia masalah ketentuan

yaitu :

1.

beberapa aspek

Dalam Pasal 6 huruf ¢ Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa KPK
mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
terhadap tindak pidana korupsi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan tambahan

yaitu dapat mengambil alih perkara korupsi walaupun sedang ditangani
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oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Akan tetapi, pengambil alihan perkara

korupsi tersebut harus dengan alasan yang diatur dalam Pasal 9

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

orupsi, ada hal lain

““‘ .9 ‘ dalam Pasal

pidana tertentu (korupsi). Pasal inilah yang menjadi acuan untuk
memberikan kewenangan kejakasaan bertindak selaku penyidik tindak
pidana korupsi, begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun
2004 tentang kejaksaan secara eksplisit telah menyebutkan secara tegas
bahwa kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak

pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (d) yaitu
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Pidana (“K

melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dalam
penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana

tertentu adalah Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM.

ani kasus korupsi.
‘ ‘ \'A\\“ .”3‘ ang Hukum

Indonesia

untuk memit 9 at3 3k '_ idar te Dada a PeEnuntut Umum.

Hal ini seba

diebani kewajiban

pembuktian. a ketentuan ini

274, Yahya menyatakan bahwa ditinjau dari segi hukum acara pidana, penuntut
umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala
daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Di Indonesia, sistem pembalikan beban pembuktian dapat dilihat antara lain

dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-

Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU
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Tipikor), tetapi yang diterapkan dalam UU Tipikor adalah sistem pembalikan
beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang. Sistem pembalikan

beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang ini dijelaskan dalam

hubungan {Egne a3 : i gl umum  tetap
berkewajibs

Mengem@l ¢ : ehan | Vv at terbatas atau
berimbang inisedpat kita lihat dalam Pasal = g DIKOI dan Pasal 37A
ayat (3) UU

Pasal : / erda nyai hak untuk

16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga
penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.”

Selain di dalam UU Tipikor, sistem pembalikan beban pembuktian juga

diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang.
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C. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan
1. Penyertaan Tindak Pidana dalam KUHP

Penyertaan atau Deelneming dapat diartikan sebagai terwujudnya suatu

g mana antara orang
& perbuatan

ing adalah

orang-oran
perbuatan s

Orangi¥/a ha M erja sa o\ aml tindak pidana,
perbuatan
juga bisa ti

pidana mau s 3D peserte alny demikiangg 9IS tidak sama apa

yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang kesemuanya mengarah pada
satu ialah terwujudnya tindak pidana. Oleh karena berbeda perbuatan antara
masing-masing peserta yang terlibat, sudah barang tentu peranan atau andil yang
timbul dari setiap atau beberapa perbuatan oleh masing masing orang itu juga

berbeda. (Adami Chazawi, 2002)
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Bisa diartikan juga bahwa Deelneming atau penyertaan adalah apabila
dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari satu orang, sehingga harus dicari

pertanggung jawaban dan peranan masing-masing peserta dalam persitiwa

tersebut.

orang dan yang membuat sendiri hanya menjadi kaki tangan atau alat (werktuig)
disebut juga pembuat langsung (onmiddelijke dader). (Moeljatno, 1993)
Mengenai golongan yang dikenal dengan medededer (disebut para peserta atau
para pembuat) dan pasal 56 mengenai medeplichtige (pembuat pembantu)

Pasal 55 merumuskan sebagai berikut: Dipidana sebagai pembuat tindak

pidana:

43



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

a. Mereka yang melakukan, meyuruh lakukan, dan yang turut serta
melakukan perbuatan.

b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan

kejahatan:

dalam melakukan jarimah, yaitu: yang melakukan, yang menyuruh melakukan,
turut serta melakukan serta menghasut semuanya ini dijatuhi hukuman sebagai
pembuat.
a. Mereka yang Melakukan (Plegen)
Yang melakukan adalah pembuat lengkap karena perbuatnnya memuat

semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan. Biasanya dengan
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mudah dikatakan siapa yang menurut undang-undang menjadi yang
melakukan pembuat lengkap dan siapa yang tidak menjadi melakukan.

Tetapi penentuan ini sukar dalam delik-delik yang terjadi karena yang

adaan yang terlarang

“ edld mMenerus -;“
o Vipneattt )

Apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa
tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui disesatkan atau tunduk
pada kekerasan.

¢. Turut serta melakukan
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lalah seorang pembuat yang ikut serta mengambil prakara dengan berunding
dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama

melakukan suatu tindak pidana.

ar

h setiap orang yang

H%H“ .Qg gmorie Van

erjadi  apabila

asir peristiwa

ii¥juga pada orang

A secara materiil

subyektif. Rumusan itu selengkapnya ialah “mereka yang dengan memberi
atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau
martabat, memberi kesempatan, sarana dan Kketerangan, sengaja
menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan”. (Adami Chazaw,
2002)

e. Pembantuan
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Mengenai hal pembantuan diatur dalam tiga pasal yaitu terdapat pada pasal
56, 57 dan 60. Sedangkan pasal 56 merumuskan tentang unsur obyektif dan

unsur subyrktif pembantuan serta macam bentuk pembantuan. Sedangkan

pasal 57 n ggung jawaban bagi

o ‘ \\'h\“ .fg

Bahwa wujud apa darl” perbutan yang dilakukan oleh pembuat
pembantu hanyalah bersifat mempermudah atau memperlancar
pelaksanaan kejahatan. Pada kenyataannya menurut pengalaman
manusia pada umumnya, mengenai wujud perbuatan apa yang

dilakukan oleh pembuat pembantu berperan atau mempunyai andil
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atau memberi sumbangan dalam hal mempermudah atau

memperlancar penyelesaian kejahatan

Menurut doktrin, deelneming itu dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok

alam pasal 55
aan mengenai

56 KUHP itu

semestinya dipidana itu, yang penting bagi masyarakat adanya “ganti rugi” atau
“pidana” itu sendiri. Hukum pidana Romawilah yang mula-mula menaruh
perhatian. Ini kelihatan dari dikenalnya istilah:“minister” disamping “actor” yang

masing-masing dapat dipidana.Pelajaran deelneming ini mula-mula adalah buah

pikiranVVon Feurbach. Dia membagi “peserta” itu atas dua bagian:
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a. Mereka yang langsung berusaha terjadinya tindak pidana, yang disebut
sebagai: ”Auctores” atau “urheber”.

b. Mereka yang hanya membantu usaha mereka yang disebut pada kalimat

e

€) Seorang saja nelakukan aK pidana, sedangkan orang lain
membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.
Ajaran Penyertaan Di Beberapa Sistem Hukum Mengenai ajaran
penyertaan yang dituangkan dalam berbagai konsep dalam sistem hukum pidana
negara-negara Anglo Saxon layak diperbandingkan karena berbagai alasan utama

antara lain:
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Pertama, konsep penyertaan mengenai bentuk-bentuknya sangat sederhana
dan mudah diterapkan dalam praktik peradilan khususnya perkara korupsi.

Kedua, bentuk penyertaan yang diatur dalam menilai suatu perbuatan

ara umum termasuk

“dana-dana
sebagai‘“pe
Kee

Indonesia,

A, .
Q
3
@
S
Q
@
S
>
o
o
=]

3TN B0\
a
[
3
x
s
[e})
3

a
2%

.@ * pelopor sistem tersebut
selain Jerman, negara ini . Al

jajahannya termasuk Belanda dan Indonesia. Code of Penal Prancis mengatur
mengenai beberapa ketentuan Pasal mengenai penyertaanya pada Pasal 121
sampai dengan Pasal 126 KUHP Prancis yang menyatakan bahwa:”kaki tangan
dalam suatu tindak pidana untuk kejahatan yang dimaksudkan, dalam Pasal 121
sampai dengan Pasal 127,dipidana sebagai pelaku.”Sedangkan Pasal 121 sampai

dengan Pasal 127 membedakan, dalam dua paragrafnya yakni keterlibatan dengan
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“membantu”atau‘bersckongkol”dan  Kketerlibatan oleh  “hasutan”. Dengan
demikian, dinyatakan bahwa “para kaki tangan dalam suatu tindak pidana atau

kejahatan adalah orang yang, dengan membantu atau bersekongkol, memfasilitasi

p, perkataan lain dari

pg sebagai actor

intelektual alnya pembuat

pelaku, p erlebih  dahulu

dirumuskan’se

menanggung kewajiban sebagai kaki fangan orang itu harus telah berpartisipasi
dalam tindakan melawan hukum pokok dan harus memiliki maksud (intention)
pokok untuk berhasil.

Teori kriminalitas diasumsikan mensyaratkan bahwa partisipasi seorang

asisten harus dikaitkan dengan tindak pidana yang benar-benar dilakukan oleh

pelaku. Jadi sama dengan hukum pidana Belanda dan Indonesia bahwa bantuan
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yang diberikan harus nyata berhubungan dengan perbuatan oleh pelaku materil

atau dengan perkataan lain mens rea-nya dihubungkan dengan itu semua demi

terwujudnya delik.

Berdasar 2ia aito DKl bahwa dalam sistem

kualitas tertentu sebagai dader tetapi dalam hukum pidana kualitas tersebut dapat
sebagai pelaku materiel dan actor intelektualis, yakni mereka yang berperan
sebagai pembuat pelaku, turut serta melakukan, pembujuk dan pembantu tindak
pidana sebelum dan ketika hendak tindak pidana korupsi terjadi bahkan setelah

tindak pidana selesai.
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Kemudian seseorang yang melakukan karena adanya mannus domina
tersebut disebut sebagai pleger yakni pelaku materil atau materiel dader-schap

yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, namun mustahil terjadi

gai individu

Drupsi 2003:
atan korupsi
suatu tindak
pidana korugs etahui pemb a i afil perkataan lain
membantu B8ECa 1 sub: ans a3 ergliatan  korupsi;

kan perbuatan

dalam tindak pidana korupsi.
Selain dari pada itu pengurus badan hukum atau korporasi karena
kepentingan badan hukum dapat menjadi pelaku dalam dimensi penyertaan.
Prosiding “Dari Riset Menuju Advokasi”
Analisis Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

53



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicantumkan dan ditetapkan
mengenai pelaku, bentuk, dan jenis tindak pidana korupsi. Pelaku tindak pidana

korupsi merupakan derivasi dari beberapa peran dalam jabatan publik dan

partikelir serta pa kan tindak pidana

““““ .’g a, hakim

direksi Bada X 5 a termasuk

secara mela

lain atau

W RAENANAEN 1),

\f‘t“ :
(@)
C
c
E
g
=
c
>
o
QD
>

)
c
© >
-
QD
c =]
= R
o
o =4
5 &
Q [

perekonomia
penjara palin

denda paling S

yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama

20(dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,-(lima puluh juta

rupiah) dan paling banyak Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah).” Kata“setiap
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orang”dalam rumusan Pasal tersebut mencakup atau meliputi semua subjek
hukum termasuk recht personen yakni pengurus badan hukum atau korporasi.

Oleh sebab itu, rumusan pasal ini disebut dengan genus, namun penegak

hukum terkung

..—‘,“%‘ b gg,mj\‘“.

al mendakwa pelaku

Q@ ang diatur

mestinya. Jadi seharusnya setiap anggota dewan yang menerima dana,
menggerakkan, bahkan memaksa pejabat eksekutif yang mengelurakan dan
menyetujui dapat dinyatakan sebagai turut serta melakukan Prosiding “Dari Riset
Menuju Advokasi” 189. Korupsi dan dapat dipidana menggunakan bentuk
penyertaan menurut ketentuan Pasal 55 ayat(1) dan Pasal 15 UU Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Perbuatan pemerasan (knevelariji) yang diatur
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dalam Pasal 12 huruf e, f, dan g UUP TPK, seharusnya dapat menjaring pegawai
negeri dan penyelenggara negara yang melakukan pemerasan, karena itu bagian

inti delik pasal ini adalah “memaksa” dengan sarana menyalahgunakan kekuasaan

yang disebut in g abatan dalam jabatan

‘ ‘ h‘““‘ .&3 ang, seolah-

dan jasa pemer ) an pegawn : dlenggara negara
dengan penglisafid, de a menguran J atau siarang atau mark

up biaya. Pe ert I Perbuatan korupsi

pegawai negeri atau
berlawanan dengan tugas dan kewajibannya. Jadi ketentuan ini sangat erat dengan
Pasal 5, 6, 12, dan 13 UUPTPK. Penerimaan gratifikasi di atas Rp. 10.000.000.-
(Sepuluh Juta) menjadi hilang sifat melawan hukumnya apabila dilaporkan kepada
KPK.

Namun yang menjadi aneh rumusan pasal ini apabila terkait dengan

ketidak patuhan penerima gratifikasi tidak pernah dilakukan penegakan hukum,
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karena tidak mungkin orang diberi hadiah melaporkan diri sendiri. Hal ini sulit
diterapkan terkendala oleh itikad baik pemberi gratifikasi untuk melaporkan atau

ada pihak lain sebagai wistle blower atau justice collaborator. Selanjutnya delik

yang diatur ini 3 pggelapkan uang atau

DR LSS S ol 1

korupsi (comu
lain yang
bahwa tind

sama, mini pelaku tersebut

RESS L

-

termasuk orz dari akibat dari

<t e

menikmati ha I keluarganya atau
pihak lain atau '?0- U,_pelaku lain juga ikut
membantu dengan - Snyadari, perbuatan dan

dasar kesukarelaannya, kendati hasil“yang dinikmatinya tidak setara dengan
pelaku utama.237

Golongan yang termasuk pelaku lain yang tergolong tidak menikmati hasil
korupsi adalah orang yang dengan penuh kesadaran mengetahui adanya perbuatan

korupsi atas kehendaknya sendiri (mem237 Ibid, HIm 319. ) Prosiding “Dari Riset

Menuju Advokasi” 190 biarkan pelaku korupsi melaksanakan aksi atau
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perbuatannya,karena didorong sikap masa bodoh dan fatalistis. Kemudian adalah
orang yang dengan tidak hati-hati dan cermat memudahkan pelaku korupsi

menyembunyikan dan atau menghilangkan jejak hasil korupsi melalui cara-cara

yang seolah-ola a.Golongan seperti ini

belum mefidag “H"ﬁ‘“ .96

persoalan pembuktiannya tic a ] & kasus korupsi

- & 1]
dimana terdapa ena kedudt elewengkan,maka pasal

ini sangat menghambat pengungkapah adanya perbuatan korupsi yang harus
dipandang dari aspek material dan formil dari segi pembuktian adanya kerugian
keuangan negara, padahal tindak pidana korupsi adalah delik formil yang
seharusnya dilarang adalah perbuatan tanpa perlu mempertimbangkan akibat dari
perbuatan tersebut. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain”

menimbulkan ketidak logisan hukum dalam penerapannya, karena untuk unsur ini
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dapat terbukti apabila seseorang dikatakan memperkaya diri sendiri dilihat dari
perubahan gaya hidupnya,namun apabila seseorang dengan kedudukan yang

cukup tinggi sangat sulit membedakan gaya hidup yang dimaksudkan itu.
\ BleNe
@By
=
men:

Pemberantasan

alam Pasal 55
nyata bahwa
berarti bahwa

seharusnya

Rt

diketahuinyz

perbuatan de

‘S ELE

-.
s
-
>
o
@D
>
(@]
QD
>
o
b}
4
=
a1

terbagikan,
pembantuan yé
mengenai‘‘bentu
anakistri kerabat @
pengganti atau pengemba g erpidan orupsi. Hal ini bertolak dari
pemikiran bahwa eksistensi ajaran penyertaan pidana dengan konsep
memasukkanPasal 56 sebagai bentuk penyertaan sebenarnya dari segi
pemberantasan pidana korupsi akan sangat efektif ketimbang mengharapkan Pasal
18 tersebut justru melanggar doktrin hukum pidana yang tidak mengenal
vicariousliability (pertanggung jawaban pidana atasperbuatan orang lain).

Prosiding “Dari Riset Menuju Advokasi”
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Konsep ajaran penyertaan dalam hukum pidana erat dengan pertanggung
jawaban pidana, menurut Sistem Peradilan Pidana bahwa eksistensi ajaran

tersebut sebagai perluasan dapat dipidananya orang untuk meminta

diartikan

adalah sala

Rumusan turut bertanggung jawab dalam kosntruksi Pasal 55 KUHP
hanyalah pengertian penyertaan hanyalah mereka yang termasuk kualifikasi pasal
tersebut yang berimplikasi sebagai berikut:

a. Pengertian pleger adalah pelaku yang termasuk dalam penyertaan,
walaupun yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap perbuatannya

sendiri
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. Sebaliknya, pengertian medeplegen atau behilfe atau pembantuan bukan

termasuk penyertaan tetapi berdiri sendiri sesuai Pasal 56 KUHP.

Ruang lingkup tanggung jawab penyertaan terhadap doenplegen atau

gan (materiele dader)

s
m\ L7

buatan yang

: ﬂ’ iming-iming”

tindak pidana

asal 55 KUHP

taang

sebagaimana

ruh, pembujuk,

W3 20

u bukan materil

dijelaskan merupakan bentuk Tain dari penyertaan atau bukan termasuk
penyertaan dan diterapkan dalam kasus-kasus korupsi. Pembantuan
menurut Pasal 56 KUHP dalam konstruksi penyertaan, pelaku harus
menyiapkan jenis bantuan yang berkontribusi secara langsung dan

substansial terhadap tindak pidana korupsi sebelum dan ketika tindak

pidana terjadi (vide Pasal 28 UNCAC 2003). Jadi pembantuan setelah
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tindak pidana terjaditidak dikenal sebagai bentuk pembantuan dalam
KUHP melainkan delik yang berdiri sendiri. (239 Martias Gelar Imam
Radjo Mulano, Pembahasan Hukum Penjelasan Istilah-Istilah Hukum

Belanda i halia 0nesia ; )82, HIm. 205. 240

I\ N\

al  pedoman
ng ada saat ini

uskan pelaku

VAN

individu (pé an (melakukan

dan tindak n pengetahuan)

aran penyertaan

RAqhat

mens rea.Oleh karena itu,ajaran penyertaan terhadap tindak pidana korupsi dalam
Sistem Peradilan Pidana Indonesia sebagai berikut:

Pertama, Pasal 55 KUHP merupakan pedoman umum konsep ajaran
penyertaan perbuatan pidana korupsi di Indonesia;
Kedua, Perumusan perluasan penyertaan (participation) bertumpu pada

adanya konsep knowledge atau agreeing yang tidak dilihat sekedar sebagai
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mensrea (pikiran jahat) pelaku tetapi di letakan langsung kepada perbuatannya
(actus reus) sebagai bentuk baru dari penyertaan (participation), karena bentuk

doen plegen, mede plegen dan uitlokken memiliki keterbatasan untuk diterapkan

D.

sakit umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Riau memiliki peran strategis
dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan,
maka RSUD Arifin Achmad melakukan perbaikan mutu secara terus menerus dan

berkelanjutan dilakukan, melalui peningkatan fasilitas, perbaikan system yaitu
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melalui sertifikasi Akreditasi, 1SO 9001:2008, dengan sasaran mengubah pola
pikir (mindset), budaya kerja (culture-set), dan sistem manajemen mutu.

Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan

o
WA

natd

aflya sumber daya

manusia, fasilita 63 un( aj / berkomitmen

pengentasan kebodohan.

Perbaikan pelayanan secara terus menerus dilakukan guna memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat, dengan pengembangan dan peningkatan
kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan
pengadaan sarana dan prasarana pelayanan serta perbaikan sistem pelayanan.

Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan dibandingkan dengan tahun
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sebelumnya, dan tercapainya 100% waktu tanggap pelayanan di Instalasi Gawat
Darurat dan waktu tunggu pelayanan Instalasi Rawat Jalan merupakan indikator

keberhasilan RSUD Arifin Achmad dalam “Mewujudkan pelayanan bermutu

RSUD Arifin Achmad

Riau, yaitu:

Keperawatan, Wakil Direktur Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan
Pendidikan, Wakil Direktur Bidang Keuangan serta Jabatan Fungsional

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Wakil Direktur Medik dan
Keperawatan, Wakil Direktur Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan

Pendidikan, Wakil Direktur Bidang Keuangan serta Jabatan Fungsional
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c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Wakil Direktur
Medik dan Keperawatan, Wakil Direktur Bidang Umum, Sumber Daya

Manusia dan Pendidikan, Wakil Direktur Bidang Keuangan serta Jabatan

p fungsinya

a) Sub Bidang Perencanaan Fasilitas Pelayanan Medik

b) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelayanan Medik

3. Wakil Direktur Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, terdiri dari

a.Bagian Sumber Daya Manusia, terdiri dari :

a) Sub Bagian Administrasi Pegawai
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b) Sub Bagian Pengembangan dan Mutasi Pegawai

b.Bagian Pendidikan dan Penelitian, terdiri dari :

a) Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan

b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Selain nama-nama jabatan struktural dalam struktur organisasi terdapat
beberapa jabatan fungsional sebagaimana diuraikan dibawah ini :
Untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (clinical governance) yang

baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan
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terlindungi maka direktur membentuk komite medik dan bukan wadah perwakilan

staf medis.

Komite medik mempunyai tugas meningkatkan professionalisme staf

tama menyusun

melaksanakan

Memelihara mutu profesi staf medis; dan Menjaga disiplin, etika, dan
perilaku profesi staf medis.

g. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medik dapat dibantu oleh panitia
medik yang anggotanya terdiri dari staf medik fungsional dan tenaga

profesi lainnya secara ex-offisio.
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2. Komite Kep

h. Panitia adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi
masalah khusus

i. Pembentukan panitia ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

melaksanakan pengawasan tefhadap pengelolaan Sumber Daya Rumah
Sakit.

b. Pengawasan Intern adalah pengawasan fungsional yang dilakukan oleh
aparat pengawasan yang ada didalam unit organisasi, pengawasan ini
mempunyai sifat untuk meneliti apakah kebijaksanaan pimpinan telah

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para bawahannya, sesuai
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dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai

tujuan organisasi.

. Pengawasan Intern adalah suatu sistem yang ditetapkan oleh pimpinan
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Perpustakaan Universitas Islam Riau
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E. Tinjauan mekanisme pengadaan alkes di RSUD Arifin Ahmad
Bahwa pada tanggal 25 Februari 2010, RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau

ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan Surat Keputusan

Gubernur Riau D } 5:30) 0 ; bruari 2010, dimana

Q8! -
‘ ‘ \'ﬁﬂ‘l‘“ .Ge dari APBD

tersebut bisa didapat dan dijawab oleh Saksi dr. ZUHIRMAN, SpU nanti hubungi
saja Dokter yang bersangkutan karena mereka punya distributor masing-masing
untuk alat-alat spesialistik tersebut.

Bahwa berselang satu minggu kemudian saksi YUNI EFRIANTI datang ke
RSUD Arifin  Achmad Provinsi Riau bertemu dengan dengan saksi dr.

ZUHIRMAN, SpU membicarakan pengadaan Alkes Spesialistik bedah dan
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menjelaskan bahwa nantinya dokter yang butuh Alkes Spesialistik bedah akan
menulis resep dan dimasukan ke farmasi RSUD selanjutnya pihak farmasi akan

menghubungi CV. PMR untuk memesan Alkes Spesialistik tersebut kemudian

CV. PMR memhg o dan terhadap faktur

‘ ‘ !"I“‘ .@a g ketentuan

harga jual oleh

dokter padalSag : : S astal dimana dokter

gan Sub Penyalur Alat

Profile perusahaan, Qﬂ

Kesehatan. Menanggapi . Bedah tersebut, saksi YUNI
EFRIANTI membalas dengan Surat Nomor : 236/SD-PMR/V1/2010 tanggal 23
Juni 2010 yang berisikan bersedia untuk mengurus Alkes Spesialistik sesuai
dengan daftar harga standar alat kesehatan yang sudah dilampirkan sebelumnya,
jika dikemudian hari terdapat mark up harga maka bukan menjadi tanggungjawab

CV.PMR.

Dimana putusan nomor: 8/ Pid.Sus-TPK/2019/PT Pbr. CV. PMR pada
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tahun 2012 dan tahun 2013 telah menerbitkan 189 faktur Alkes Spesialistik
dimana harga alkes yang tertuang didalam faktur berbeda  dengan  harga

pembelian  yang dilakukan  oleh  terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR,

SpB(K)L, saksi_g pBP dan saksi drg.

S Nl

rincian sebagai berikut :

1. Tahun 2012 berjumlah sebesar Rp1.301.277.268,00 yang bersumber dari
pendapatan BLUD sesuai dengan dokumen pelaksana anggaran (DPA)
BLUD RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau TA 2012.

2. Tahun 2013 berjumlah sebesar Rp1.587.002.890,00 yang bersumber dari

pendapatan BLUD sesuai dengan dokumen pelaksana anggaran (DPA)
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BLUD RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau TA 2013.
Bahwa Terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB(K)L, pada tahun 2012

dan tahun 2013 melakukan operasi di RSUD Arifin Achmad dengan

ditagih ke . ) B ilik CV. PMR

dimana C d ahdiundang glabat pengadaan

bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2010 tentang Jenjang Nilai
Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi
Riau :

Pasal 1 ayat (7) :
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“Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna

barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa

dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

tersebut dilakuka : ; gaksi Yuni Efrianti
berhalangan Mz an dilak eh s3 Khlis. Carafyamg dilakukan saksi

Yuni Efrianti fata 1 glakukan g engan terlebih dahulu

berpedoman pada surat CV. PMR N@ . 36/SM-PH/IV/2012 tanggal 02 April
2012 perihal penawaran harga alkes tahun 2012 dan untuk tahun 2013
berpedoman pada surat CV. PMR Nomor : 37/SM-PH/IV/2013 tanggal 18
Februari 2012 perihal penawaran harga alkes tahun 2013. Saksi Yuni Efrianti
membuat surat penawaran harga alkes tahun 2012 dan tahun 2013 dengan harga

yang telah dimark-up sebesar 17% dari daftar harga alkes yang tertuang dalam

Surat Nomor : 0160/SMF-IB/ RSUD/2010 tanggal 22 Juni 2010 perihal Nama
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PBF & Standar Harga Alkes Spesialistik.
Setelah membuat  faktur kemudian Saksi Yuni Efrianti

memasukkannya ke bagian Farmasi untuk mencocokkan antara faktur dengan

instalasi H@ [ G aly Saksi Yuni
Efrianti apat b it e Dag bukti bahwa
faktur tela e bz BElum masuk ke
bagian keu
telah kelug
pembayara
bawa ke Ba am bentuk uang

tunai. Selanj g i ) 3 an o ian pembayaran

yang harus dibayz etels CV. PMRsenilai
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BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian terhadap perbuatan penyertaan dan perbuatan berlanjut

p Di RSUD Arifin

para
maksimal. egaka \ : )plipsi pembuktian
merupakan
pengungkap
akan terung

korupsi terb

berikut yang menjadi alat bukti pada putusan Nomor : 8/ Pid.Sus -TPK/2019/ PT
PBR adalah sebagai berikut :
1. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/150/VI11/2017/
Reskrim, tanggal 22 Agustus 2017, telah dilakukan penyitaan dari Sdr. DEDI
YULIADI berupa 87 (Delapan Puluh Tujuh) lembar Kwitansi Pembayaran

biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin
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Achmad Prop. Riau tanggal 08 May 2013 hingga 29 Juli 2013 beserta
lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).

. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/120/VIl/ 2017/

penyitaan  dari Sdri.

‘ ‘ “‘\“ .0; tulis yang

8/11/2017/ Reskrim,
tanggal 09 Fel . aMwpenyitaan dari Sdr. DEDY
September 2012 hingga 15 Juli 2013 an. Dr. Kuswan.

. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/246/1X/2016/
Reskrim, tanggal 13 September 2016, telah dilakukan penyitaan dari Sdr.
NURUL MARUF berupa 2 (Dua) lembar Arsip Asli warna Hijau Faktur CV.
SENTOSA JAYA MEDIKA kepada dr. Masrial, tanggal 17 Februari 2012

hingga 30 Juli 2013,
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6. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/247/1X/2016/

Reskrim, tanggal 15 September 2016, telah dilakukan penyitaan dari Sdri.

YULIANI berupa 6 (Enam) lembar Invoice PT. Pro-Health International,

PPG PKB-DO DR.

-
5
o
=
W
o
=

iau tanggal 06
rannya (daftar

kwitansi, surat

<R RN

R 8
=
QD
oD
o
5
wn
o
=

enam puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr KUSWANDI
dan tertera cap stempel PT. ORIONTAMA JAYA dan 22 (Dua Puluh Dua)
lembar faktur penjualan (print ulang) tanggal 20-01-2012 hingga 27-05-2013

sebesar.

. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/04/1/2018/ Reskrim,

tanggal 11 Januari 2018, telah dilakukan penyitaan dari Tersangka YUNI
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EFRIANTI, berupa:

a. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 610 (enam

ratus sepuluh) lembar.

X ‘ “ 0 : ‘ . piah) sebanyak 114
o \‘l
i ' L) 0.

\ﬁliﬁ\‘

Mustika Raya serta RSUD Arifin Achmad Pekanbaru Pemerintah
Provinsi Riau.
d. 14 (empat belas) lembar daftar alat kesehatan untuk pasien jam

kesda/jamkesmas yang dibayar pada tahun anggaran 2012 dan 2013.

Bahwa atas Bukti diatas diberi keterangan bahwa :

Bahwa dokumen yang disiapkan oleh Saksi YUNI EFRIANTI untuk
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pencairan tersebut berupa faktur, Surat Penawaran dan SSP Pajak,
sedangkan dokumen keuangan lainnya berupa surat permintaan penawaran,

Surat Pesanan, Surat Perintah Kerja, Berita Acara Pemeriksaan Barang/jasa,

perimaan Barang dan

a e penagihan

MUKHLIS

dengan :

Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah beserta perubahannya :

“Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
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sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

b. menerima  hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui

pemeriksaan / pengujian.”

omor 44 Tahun 2009

faktur Alke listik angididalam faktur
berbeda¥fde C belian ' ak UK terdakwa dr.
Welly Z4§ SpB(F i dr. K h uligkas, SpBP dan

saksi dre

mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.”

Bahwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB(K)L sebagai Pegawai RSUD
Arifin Achmad telah menggunakan alkes Spesialistik pribadi dalam
pengadaan alkes Spesialistik RSUD Arifin Achmad sehingga mendapatkan
keuntungan dari selisih harga pembelian dengan faktur dimana hal ini
bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun
2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah beserta perubahannya :
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“Pegawai K/L/D/1 dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali
yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I “

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan

Kerugian Keuangafimhegara Atas Dugaan TindakRBidana Korupsi Pengadaan

negara sebesar

3 ribu dua ratus

66.709.841

353.495.381

harga tercapai, diikuti dengan jual beli pelanggan, dimana penyedia barang dan
jasa mengirimkan barang ke konsumen dan konsumen membayar atas dasar harga
yang disepakati oleh pemasok. Proses negosiasi dan proses transaksi jual beli
dilakukan secara otomatis tanpa didukung dokumen pembelian atau dokumen

pembayaran dan penerimaan barang. Istilah pengadaan barang dan jasa secara
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umum diartikan, termasuk uraian tahapan, persiapan, keputusan dan pelaksanaan

atau pengelolaan kontrak untuk pengadaan barang, jasa, jasa atau jasa lainnya.

Pengadaan barang dan jasa tidak terbatas pada pemilihan mitra proyek di

konseling peg

barang ya

tercapai ke (Sutedi,
Aspek Huk

Setiap §p aha 3 Si ' pe | alklkan pengadaan
untuk melaksané atau memberikan jasa, ha enakan peralatan

pemerintah tidak lepas dari upaya pencapaian maksud dan tujuan organisasi

pemerintah.

Apa sebenarnya yang ingin dicapai dalam pengadaan barang dan jasa telah
diputuskan seiring berjalannya waktu dalam penyusunan rencana anggaran,
lingkungan pengadaan barang perusahaan swasta merupakan bagian dari upaya

mencari keuntungan, demikian strategi untuk mengejar keuntungan pribadi sangat
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ditingkatkan, badan lingkungan. keuntungan pemerintah adalah tujuan utama.

(www.bppk.depkeu.go.id, 2013)

Pengadaan barang dan jasa umumnya melibatkan uang dalam jumlah besar,

Hanya saja dalam kasus-kasus tertentu diperkenalkan penerapan dengan
mekanisme yang difrensial, yaitu Sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau
dikenal dengan sebutan “Reversal of Burden Proof”. ltupun tidak dilakukan
secara overoll tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak
melakukan suatu destruksi terhadap pelanggaran hukum yang potensial,

khususnya terhadap hak-hak prinsip seorang korban, tersangka/ terdakwa,
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masyarakat, dan negara dalam arti luas. lde penerapan asas atau Sistem
Pembalikan Beban Pembuktian di Indonesia ini sebenarnya bergulir sejak era

Presiden Abdurrahman Wahid sewaktu memberikan 2 Buku Saku KPK atas

Memoradum | DRI atuk Membasmi, him

dan praktiSi at b : 1 gkan sedemikan
rupa dan be sl selain polemik
sebagai memerlukan

ordinary

yang dikategorikan sebagai tindak pidana, maka dalam tindak pidana korupsi
beban pembuktian diletakkan kepada terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, pembahasan difokuskan pada pembuktian
terbalik di-bebankan yang dibebankan pada terdakwa dan penerapan pembuktian
terbalik pada kasus tindak pidana korupsi dan hambatan dalam penerapan

pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi.Hukum dan penegakan

87


http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-pidana/329-penerapan-asas-pembalikan-beban-pembuktian-oleh-kpk-dalam-kasus-korupsijawaban
http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-pidana/329-penerapan-asas-pembalikan-beban-pembuktian-oleh-kpk-dalam-kasus-korupsijawaban

nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa
berjalan secara sinergis. Substansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai

peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem

hukum serta

Hukum Pidana). Pasal 55 dan 56 mengatur mengenai kategori dari perbuatan yang
dilakukan termasuk dalam turut serta atau pembantuan apakah termasuk atau
tidak.Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak
pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang.

Didalam teori pembuktian dikenal dengan 4 (empat) sistem pembuktian

yaitu:
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1. Berdasarkan pembuktian keyakinan semata hakim (Convition In Time).
Ajarana Convition In Time ialah suatu anjuran pemastian yang

mensandarkan suatu kepercayaan hakim sendiri. Hakim bermakna

i. Hakim Dari mana

3. Aturan pembuktian didasararkan hakim berkeyakinan atas alasan yang
logika ( La Conviction Raisonnee).
Ajaran pembuktian La Conviction Raisonnee ini juga masih tergantung

pada keputusan hakim. Hakim belum memiliki alat bukti yang diatur oleh

undang-undang, meskipun alat bukti memiliki. Kemudian hakim harus
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mendasarkan putusan pada terdakwa atas dasar, sehingga putusan juga

didasarkan pada alasan yang masuk akal. (Rosita, 2003)

4. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (negatif

negative pula adanya unsur-unsur subyektif dan obyektif dalam menetukan pelaku
bersalah ataupun tidak.

Selanjutnya mendapatkan tentang gambaran macammana aturan pembuktian
pada dasarnya dari pada itu dapat menarik bahwa kesimpulan aturan dalam
pembuktian hukum acara pidana di Indonesia ialah peraturan pembuktian

pendapat undang-undang secara negative macammana yang dijelaskan dalam
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”pasal 183 undang-undang nomor 81 tahun 1981 tentung hukum acara pidana
yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepasa seseorang, kecuali apabila

a terdakwa

isyarat untt L 1% a gfilapat bukti alat
yang bener {t€l3 elask dapat (nurani)
kekayakinaftla i 3sarkan - eyakini hakim
kesalahan pelaké

B. Perti : je ( n penyertaan

perbuatan pidana atau bukan serta dipérlukan pertimbangan yang bijaksana oleh
majelis dalam memberikan suatu keputusan, maka dalam putusan pada perkara
Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PBR Hakim memberi pertimbangan sebagai
berikut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca

dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari
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Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Persidangan
Pengadilan Tingkat Pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr

S im Tingkat

%
=)
&

2nuntut Umum

a4 L L TEY

undang-undang
dengan undang —

Tindak Pidana

31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan undang — undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 KUHP;

ATAU

Kedua :
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Melanggar pasal 12 uruf i undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang — undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64

terungkap aka | empertimbangkan
Dakwaan Kesa air pas c ndang-undang
Nomor 31 )9 sebagaim a telah diub: N _ditamban lengan undang-
undang No

(1) ke-1 jo

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang memberi kualifikasi
kepada siapa saja yang menjadi subyek hukum dalam delik pasal yakni siapa
saja yang sebenarnya dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak
pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 undang-undang Nomor
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31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa yang dimaksud setiap orang

adalah orang perorangan atau suatu korporasi;

tersebut serta

suatu korpc
. L T
predikat s 2gawa Jer tal § 3 gafd atau orang

swasta mau

Rumah SakitUmum Daerah Arifin AChmad maka dengan demikian unsur

setiap orang telah terbukti;
Ad. 2. Unsur Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Unsur Melawan Hukum dalam pasal 2 ini merupakan
bagian dari inti delik, sehingga secara yuridis untuk terpenuhinya delik yang

dilaksanakan maka unsur ini harus dapat dibuktikan;
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Menimbang, bahwa dalam praktik penegankan hukum selama ini;
Pengertian Yuridis unsur secara Melawan Hukum, mengalami Pergeseran dan

Pengembangan, dimana dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:

003/P.UU-1V/2006 a_konsekwensi logis

\ H
“‘ .?0 il;: menjadi
pengertia 2 2 i} [saja yait in dikatakan

melawan

dalam huk kena gan ti C flapat dipidana,
kecuali atasikete; aturé ina dalam ; PenRyang telah ada
sebelum p

(1) KUHP;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan umum dapat hilang sifat Melawan
Hukum, bukan hanya didasarkan pada suatu ketentuan perundang-undangan,
melainkan juga berdasarkan pada azas-azas keadilan atau azas hukum yang tidak
tertulis dapat bersifat umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai seorang dokter spesialis

bedah yang telah melakukan tindakan/operasi terhadap pasienRumah Sakit Umum
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Daerah Arifin Achmad; dengan menggunakan Alat Kesehatan Spesialistik milik
sendiri, disamping telah mendapat persetujuan dari Pimpinan Rumah Sakit, juga

Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad sebagai rumah sakit yang telah

ditetapkan oleh ) tangga
)
m““ .0‘1 adlalah sudah

Masyarakat

akim Tingkat
Derasi terhadap

para pasien er lat Kesehatan Spesia k sendiri, tidak

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 2 tersebut
tidak terbukti, maka unsur-unsur yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan
dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana
dakwaan kesatu primair tidak terbukti; maka Majelis Hakim Tingkat Banding,

akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan kesatu Subsidair
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dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) b undang-undang Nomor 31Tahun 1999
sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1jo pasal 64 KUHP; yang

unsur-unsurnya sg LN ; L )
<

w
vaL
B
=y
©
=3
=
s

hatan at

»
4. ‘i.[r'

o 4
5. DE

7
6. rbug

”
Ad. 1. Unsur ¢ ’v

00 n dalam dakwaan

kesatu primair, di rlihatkan bahwa benar,

(K) KL adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berprofisi sebagai dokter
spesialis bedah yang bekerja pada instansi pemerintah di Rumah Sakit Umum

Daerah Arifin Achmad Riau, oleh karena itu unsur setiap orang telah terbukti;

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu

korperasi;
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Menimbang, bahwa pengertian dengan tujuan menguntungkan diri sendiri

atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu kehendak yang ada dalam

bathin/pikiran sipembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan

yang tida

Achmad/RS

(BLUD) yang harus melayani masyarakat/pasien disatu pihak dan dipihak lain
tidak lengkapnya/tidak tersedianya Alat Kesehatan dalam menangani pasien;
maka berdasarkan keterangan dr. Zuhirman, SPU, selaku Kepala Staf Medis
Fungsional (SMF) pada sekitar tahun 2010 telah mengadakan pertemuan terkait

masalah Pengadaan Alat Kesehatan Spesialistik yang membahas Surat dari

Bagian Keuangan agar para dokter yang tergabung dalam SMF Bedah untuk
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mengusulkan Alat Kesehatan Spesialistik bedah yang akan digunakan agar
pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu; dimana hasil rapat

tersebut mengusulkan CV. Prima Mustika Raya (CV. PMR) sebagai penyedia Alat

pesialistik
pada Rumiah Si knya pasien
antri men ' pimpinan dan

O
=
0
AL
S
>
&
2
a
5

apel pagi
para dokte Alat Kesehatan
Spesialistik ya akan diganti

oleh Rumah ) yang setara;

L E CLY

Meni erja di Rumah

Sakit Umum "Dagra mad da untuk senantiasa

miliknya sendiri untuk dipa unakanye gasien yang membutuhkanuntuk
dilakukan tindakan/operasi segera, dimana pemakaian Alat Kesehatan
Spesialistik dengan penulisan resep pada fipo yang telah disediakan oleh
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad,

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tidak diperoleh bukti yang

menunjukkan Terdakwa mempunyai maksud dan tujuan untuk menguntungkan

pihak lain (CV. Prima Mustika Raya), karena sejak semula Terdakwa tidak
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mempunyai keterkaitan dengan lain selain dengan Rumah Sakit Umum Daerah
Arifin  Achmad; dimana Terdakwa sebagai dokter hanya menjalankan

instruksi/himbauan dari pimpinan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Rumah

diperoleh
rekanan @8 i VL g0aimana telah
dipertimba maka adanya
keuntunga karena sejak

semula Ter 2 Mustika Raya

berhak pula untuk mendapatperlindungan hukum dalam melakukan tugas sesuai
profesinya (vide pasal 27 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Kesehatan);

Menimbang, bahwa oleh karenanya tidak terbukti adanya perbuatan yang
dilakukan oleh Terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang

menguntungkan dirinya dan menguntungkan orang lain;

100



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan dihubungkan dengan memori banding Penasehat Hukum

Terdakwa, pada intinya Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat, dimana

unsur ke-2 yang erbukti, maka dengan

“‘\““ .@¢ Q. lagi dan

Terdakwa dalam status tahanan kota, maka Terdakwa harus dikeluarkan:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini masih ada
kaitannya dengan perkara lainnya (dr. Kuswan Ambar Pamungkas, Sp.BP) maka
barang bukti tersebut dipergunakan untuk perkara tersebut;

Penalaran hukum yang dibuat hakim dalam pertimbangan putusannya yang

memisahkan perbuatan pelaku yang mengadakan barang alat kesehatan, dan

101



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
N dis1y yejepE U udmnyjoq

rumah sakit yang mengunakan peralatan dari dokter sebagai fasilitas rumah sakit
yang menggunakan keuangan negara atau daerah menjadi persoalan dalam

penentuan kesalahan dan penentuan tanggung jawab pidana. Pertimbangan hakim

1 da b @i : ala afPada analisis

penelitian
putusan, ba
penalaran
penentu

penyertaan. perluas prinsip

nALNARAES

adjudikasi hakim sebagai

pedoman untuk  dapat

ngjawaban pidana yang berimplikasi terhadap pemidanaan. Walaupun perbuatan
turut serta terdakwa diyakini terbukti, namun posisinya sebagai penerima
pekerjaan maka sifat perbuatan terdakwa tidak digolongkan sebagai tindak pidana.
Perbuatan para terdakwa dari pihak yang dipandang memenuhi unsur dari sifat

perbuatan turut serta melakukan tindak pidana. Pertimbangan hakim tentang fakta

yang diperoleh dari pememeriksa alat bukti, menjadi patokan hakim ketika
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melakukan penalaran dan menentukan keyakinan terbukti tidaknya tindak pidana.
Perbedaan penalaran hakim melihat objek tindak pidana korupsi tersebut, ternyata

memiliki dampak pula dalam menilai kesalahan dan menentukan pemidanaan

penyertaan.
ade. perkara ini
pertanggung
pun perbuatan
erdakwa tidak
dari pihak bank

dipandang MEmg ' : 2 Melakukan tindak

Mengingat dan memperhatikan 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang KUHAP, pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Undang- Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan- peraturan lain yang

bersangkutan.

103



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Teori Pertimbangan Hakim Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari
suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan

keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:13

yva telah melakukan

pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam
suatu perkara, yaitu sebagai berikut :
1. Teori Keseimbangan
Teori keseimbangan vyaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang
ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang

tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
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2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan

dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan

’ dekatan seni,

&
p
o)
"
o
=)

dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.
5. Teori Ratio Decidendi
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara
yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan

yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar
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hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus

didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan

memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

secara runtutan atau pemnyertaan dalam hal korupsi wella. Pertimbangan hakim
sangat lah matang dalam hal penetapan hukum yang ada dan sesuai dengan
keyakinan hakim bahwa hal ini telah di lakukan oleh wella dengan bukti bukti
yang telah disebutkan dalam putusan hakim sesuai dengan perkara yang diadili.
Adapun putusan pengadilan negeri pekanbaru dalam perkara yang sesuai

dengan welly bahwa hakim menyatakan :
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1. Menyatakan Terdakwa dr. Welly Zulfikar, Sp.B (K) L tersebut di atas tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu

pengganti sejumlah

ribu empat puluh tujuh rupiah) “paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan
sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka
harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang
pengganti Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat

sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
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transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam
hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait

dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan

Walmemutus suatu
perkara haKifaeferlu r aji lebih dal ampa gl suatu perkara
sebagaimanay’ Menurt > | berapa langkah

pertimbanganiifak g 3 - 1 gkta dan ketentuan

b. Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum
yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tesebut

c. Mensintesiskan aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren
yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus dibawah
aturan umum

d. Menelaah fakta-fakta yang tersedia Menurut (Shidarta: 156: 2013)
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa dati diatas maka dapat

Sy Ms\\“ .0‘

perbuatan atas tindak pidana penyertaan dan perbuatan berlanjut tindak pidana
korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dalam
perkara Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Pbr;

2. Bahwa pada Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perbuatan
penyertaan dan perbuatan berlanjut tindak pidana korupsi Pengadaan Alat

Kesehatan Di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dalam perkara Nomor: 8/Pid.Sus-
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TPK/2019/PT PBR karena belum tersedianya Alat Kesehatan Spesialistik pada
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad berinisiatif dan beritikad baik dalam

melindungi pasien serta pelayanan Rumah sakit maka hal tersebut tidak dapat

terbatas pada
esepakatan formal

al perencanaan,

2. Pertimbangan hakim sangat lah menjadi acuan akan tetapi dalam hal
memutuskan perkara hanya tidak dilihat dari aspek sosilogis akan tetapi
kerugian negara yang di kembalikan juga harus di pertimbangkan secara
layak akan tetapi tidak mengurangi dari tindak pidana korupsi yang
dilakukan dalam putusan ini, namun dalam mempertimbangkan suatu

perbuatan pidana juga harus mencari fakta apakah seseorang dinyatakan
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mengambil keuntungan untuk diri sendiri ataukah ada niat membantu

pelayanan Rumah Sakit, serat melindungi hak pasien agar Rumah sakit

tidak dinyatakan lalai dalam memberikan pelayanan yang tepat waktu,

DN disay yepepe jur udwnyoq
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